Majalah

KEADILAN

- FAKULTAS, HUKUM UNIHAZ
ISSN 1693-9891 BENGKULU

VOLUME 16 NOMOR 1 JUNI 2016

¢ ‘f‘ ..',-"‘II:'_DU _r A .r_ F’..
o0 ECTION

| MAALAH NO. 1 BENGKULL IUN

WM”M’M imw VL1 |Hall,, 2




MAJALAH KEADILAN
FAKULTAS HUKUM UNTHAZ
Volume 16 Nomor 1 Jumi 201§

Penanggungjawab
Dekan Fakultas Hukum
{Dwikari Nuristmingsih, S.H., M. Hum)

Pimpinan Redaksi
Tantawi. SH, M H

Sekoetaris Redaksi
TUswatun Hasanal. 8.H.. M. Hum

Dewan Redaksi
Dr. Fulgensius Jimmy., 5. H., M. Hum
Dr. Angkasa, SH, M.H
Dr. Yanto Sufriadi, 8.H., M. Hum
Dr. M. Faizal Latief. S.H.. M. Hom
Zulaidi. S H.. M. Hum

Stal Redaksi
Himawan Ahmed Sannst, S H, MH
Andri Znlpan, S HL, MLH

Alamat Redaksi :
Fakultas Hukum Tuiversitas. Prof Dr. Hazairin, S.H
J1 Jendhal Alimad Yani Nowmor | Telp/Fax. (0736) 342402 Bengkulu



PENGANTAR REDAKSI

Dengan Mengucapkan rasa synkur kepada Allah SWT,
maka Majalah Keadilan Fakultas Hukum Universitas Prof Dr.
Hazairin, SH Benckulu Volume 16 Nomor 1 Juni 2016 dapat
diselesmkan sesuai dengan jatdwal yang ditetapkan berkat
duknngan segenap crvitas akademika Fakultas Hukum,

Majalah Keadilan Volume 16 Nomor 1 Juni 2016 memuat
liasil penelifian dan pemikuan kriis dart Dosen-dosen Fakultas
Hukum tentang huknm yang berlakn di dalam masyarakat pada
masa sekarang dan masa yang akan datang Oleb karena itu
Majalal Keadilan i sangat berguna bagi Dosen, Mahasiswa dan
Alumai dalam mengembangkan ihmu pengetahuan hukom,

Semoga Majalah ini bermanfaat bagi senma pihak, terutama
bagi mereka yang mengikuti pendidikan hukem dan profes:

Thukmn.

Bengkuln, Jum 2016
Redaksi




MAJALAH KEADITAN

FAKULTAS HUKUM UNIHAZ
e —.

Volume 16 Nomeor 1 Jumi 2016

Inidradefi
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENYELESATAN SENGKETA
(1-19)

Addy Candia
KETERPADUAN KEWENANGAN LEMBAGA KEJAKSAAN
DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
FEMBANGUNAN (BFKP) DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KORUPSI KHUSTUSNYA DALAM PEMBUKTIAN
UNSTUR KERUGIAN NEGARA
(20-43)

Sapuan Pani
PENGARUH TINGEKAT PENDAPATAN MASYARAKAT
TERHADAP KESADARAN HUKUM PENSERTIFIKKATAN HAK
MILIK ATAS TANAH
(44-37)

Rosmamila
EKSISTENSI HUKUM TANAH ADAT
DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM AGRARTA
(58-69)

Syarifndin .

PERAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TENAGA KERJA OUT SOURCING
(70-81)



Andri Zuipan
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
MELALUI PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING
(73-83)

Ependi
PENYELESATAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(95-116)






PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Ependi

Abstrac

With the development of scienca and fechnology so ramdly . while
eccnamic candiions a ot worse | accompmiied By moral and religions
educution I3 lacking, iz lead o ¢ crimingd offemee ; trieluding offense
are committed By dinldren . The problem s how the erminal cffense

dilghufacan campletion by the caild * Complsticn of oriminal offanses

commities by chuldren can ba dowe theough the cxpmpial justice pravcess
and con be done throngh the ourside of the crinunal psnce process
called diversio:

Eavword : Cnme child, Versioned.
I. PENDAHULUAN
Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tithan Yang Mala
Esa yang dalam dirmya melekat harkat dan martabat sebagal wwanusia
senfiuhnya Setiap anak mempunyai hakal dan martabat yang patut
dijunjung tingei dan setiap anak yamg terlahar harus mendapatkan
hak-haknya tanpa anak tersebu! memmia Hal mi sesum dengan
ketentuan konvensi hal-hak anak ymg divatifikasi olel pemerintah
Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang

mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak,
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vaitu non diskrimnasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup
dan tumbnh kembang, dan mengharear partisipass anak. (Rika
Saraswati, 2009; 1).

Anak adalah bagian yang tidak  terpisahkan dan
keberlangsunzan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa
dan negma Dalam kosistitust mdonesia, anak memiliki peran
strategis vang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak
getiap anak atan keberlangsungan hidup, mmbub dan betkembang
serta atas perlindungan dan kekerasan dan digkniminas:. Oleh karena
itn kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan
terbaile bagi kelangsingan hidup umat manusia Konselwensi dar
ketentuan Pasal 28 B Undang Undang Dasar Tabun 1945 ditindak
fanjuti denean membual Kkebijakan pemermtali yang berujan
melindungi anak,

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sedemikian cepat, sementara kondisi ekonomi masyarakat banyak
vang terpuruk, disertai dengan pendidikan moral dan agama yang
kurang, mi memmbulkan terjadinya penngkatan tndak pidana,
termasuk adalah terjadinya peningkatan tindak pidana yang dilakukan
oleh anak Penyunpangan tingkah laku atan perbuatan melansgar
hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkau oleh faktor
diluar diri anak tersebut. Dafa anak yang berhadapan dengan hukum
dari direkiorat jenderal pemasyarakatan memmnjukkan bahwa tingkat
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kriminalitas serta pensaruh negatif penyalahgunaan narkotika,
psikhotropika dan zat adektif semakin meningkat.

Kebijakan perlindutngan anak sesuai dengan Undansg Undang
Perlindungan Anak meunjamin terpenubinya hak-hak anak sezuai
dengan hakat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskrimmasi. Hal ini sudah
diamanatkan oleh Undang Tndang Perlindungan anak melahn
ketentuan Pasal 59 yang menvatakan baliwa pemermtah dan lembaga
pegara  laiunya  berkewajiban  dan  berfanggungjmwab  nntuk
memberikan perlindungan khnsns. Salah satu perlindungan khusus
adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak vang
berkonflik dengan hukmmn manpun anak sebazar korban tindak Pidana
(Rika Saraswati, 2000.113).

II. PERMASALAHAN
Dan latar belakang tersebut diatas maka dapat dikemukakan
rumusan masalah sebagm  berkut “Bagamanakah penyelesaian

tindak pidana yang dilakukan oleh anak?™

IOL. PEMBAHASAN
1. Pengertian Anak
Untuk mengetabui pengertian anak, ini disesuaikan dengan

Undang-Undang yang mengaturmya. Seperti ©
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a Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan
anak
Anak adalah seseorang yang belum mencapait wmur 21 (duapuluh
satu) tahun dan belum pernah kawin
b. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Anak adalah ovang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai
umur 8 (delapan) raliun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun day belun permah kawiy,
¢. Undang Undang Nomor 23 Talmn 2002 Tentangz Perlindungan
anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
taliun, termasuk anak yang masih dalam kandimgan.
d. Undamg Undang Nomeor 11 Talum 2012 Tentang Sistem Peradilan
anak
Apak adalal anak yang telah benumnur 12 (dua belas) tahun, tetapt
belum berumur 18 (delapan belas) Tahon yang diduga melakukan
tndak pidana
Dalam tulisan mi yang akan dipakal adalah pengerfian anak
berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tabun 2012, hal mi sesual
dengan judul yang akan dibahag
2. Hak-Hak Analk
Hak-hak aunak dalam proses peradilan pidana menurut
TUndang Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 3. berbunyi :
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Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhalk :

a. diperfakukan secara manusiawi dengan memperhatikan

kebutnhan sesum dengan nmmnya:

b. dipisahkan dart orang dewasa;

¢. memperolel banfuan hokum dan baotuan law secara efektif

L melakukan kegiatan rekreasionil,

e, bebas dari penyiksaan . penghukuman atan perlaknan lam
yang kejam . tidak manusiawy. serta merendahkan drajat dan
martabatnya:
tidak dijainhi pidana mati atan pidana seumur hidup:

. tidak ditangkap. ditahan. atm dipenjara, kecuali sebagai
upaya tevakiur dan dalam waktu yang paling singkat;

. memperolel  keadilan dimuka pengadilan Anak yang
obyektif, idak memiliak, dan dalam sidang yang tertutup
untak wimum;

1. tidak dipublikasikan jdentifasiya:
memperolel pendamping orang tua/ wali dan orang yang
dipercaya oleh anak:

. memperolel advokasi sosial:

memperoleh kehidupan pribacli;

.memperolel aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

. memperoleh pendidikan;

- menmperolel pelayanan kesehatau:

. memperoleh hak lain sesual dengan kefentnan peraturan
perundang mdangan

Ly

=t =

=R

Dalam Pasal 4, berbunysi :

1) Anak yang sedang menjalaui masa pidasa berhak
a mendapat pengurangan masga prdana,
b. memperoleh asimiulasi;
memperoleh cuti mengunjungi keluarsa;
memperoleh pembebasan bersyarat;
memperolell cuti menjelang bebas;
memperoleh cuti bersyarat; dan

-
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2. memperoleh hak lain sesuai denganm ketentnan
peratnran pernndang undangan

Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibenkan

kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana

diatnr dalam ketentuan peratiran pemudang-undangan.

3) Penyelesman tndak pidana yang dilakukan oleh anak.
Kalan kuta perhatikan st dant Undang Undang Nomor 11
Talmn 2012 Tentang sistem peradilan analk, maka
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa
dilakoka melalui proses peradilan pidana dan bisa
dilakunkan diluar peradilan pidana.

3

3. Penyelesaiam Tindak Pidsna Yang Dilakmkan Oleh Anak
a. Penyelesnian Melalii Proses Paradilan Pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang i
proses melalui perachlan pidana. yaitu tindak pidama yang
ancaman pidananya diafas fujuh tahion, tindak pidana vang
dilakukan secara berulang-ulang, proses diverst  hidak
memperoleh kesepakatan dan Lkesepakatan deversi tidak
dilaksanakan.

Adapun proses penvelesaiannya, sebagaimana diatur
dalam Undang Undang Nomor 8 Taliun 1981 tentang Kitab
Undang Undang Hukum Acara pidana dan Undanz Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu
di dahuhu dengan peayelidikan day penyidian olel penvidik.

kemudin dilanjutkan  depgan  penuntutan oleh Penuntut
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Umum dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan disidang

pengadilan

Dalam Hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun

melaknkan atan diduga melakukan tindak pidana , Penyidik,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional

mengambil keputnsan Unfuk -

a. Menyerahkannya kembali kepada orang tma / Wali: atan

b. Mengikutsertakammya dalam  program  pendidikan.
pembinaan dan pembimbingan i wstansi pemermtah atan
LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahtraan
sostal, baik ditmgkat pusat maupun i tmgkat daerah,
palng lama 6 (enam) bnlan. (Pasal 21 ayat 1),

Kepuhisan sebagammana dimaksud pada huruf a dan b
diseralikan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam wakin
paling laina 3 (hga) hari (Pasal 21 ayat 2).

Bapas waiib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
program  pendidikan, pembinaa, dan pembinbingan
gebagammana dunaksud pada ayat 1 huudf b (Pasal 21 ayat 3).

Dalam hal hasil evaluasi sebagamiana dimaksud pada
ayat (3) Anak dinilai masith memerlukan pendidikan,
pembinaan dan pembimbingan dapat diperpanjane paling

lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 ayat 4),
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Instansi pemerintah dan LPKS sebagaumana dimaksud
pada ayat (1) hwaf b walbh menyampaikan laporan
perkembangan anak kepada Bapas secara berkala sefiap
butan. (Pasal 21 ayat 5).

. Peayidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan
Oleh Anak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
vang dilakukan oleh anak berdasarkan ketentnan Uncdang
Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditetukan sebagai berikut !

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak,
Penyidik wanb mennnta pertimbacgan aten saran  darn
Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana
dilaporkan atau diadukan, (Pasal 27 aval 1)

Dalam Lal dianggap perln, Penyidik dapal memmta
pertimbangant atay saran dari ahli pendidikan. psikhelog.
psikiater, toko agama, Pekerja Sosial Profesional atan Tenaga
Kesejahtraan Sogial, dan tenaga ahll lamnya (Pasal 27 ayal
2).

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban
dan Anak Saksi, Penyidik wajnb menmnta laporan sosial dari
Pekerja Sosial Profesional atan Tenaga Kesejahtraan Sosial
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setelah tmdak pidana dilaporkan atan diadukan. (Pasal 27 ayat
3).

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wanb digerabkan
olel Bapas kepada Penyidik dalam wakto paling lama 3 X 24
( tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik.
diterima. (Pasal 28),

Penyidik wajib mengopayakan Diversi dalam waktu
paling lama 7 (fujuh) hari etelah penyidikan dimulai (Pasal
29 ayal 1).

Proses Diversi sebagaimana dimaksnd dalam ayat 1
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) har  =zetelah
dimnlainyva Drversi, (Pasal 29 avat 2).

Pralam hal proses Diverst bethasil mencapa:
kesepakatan, Penyidik menyampalkan berita acara Divers:
beserta kesepakatan Diversi kepada kefua pengadilan negen
untuk dibuat penetapan. (Pasal 29 ayat 3},

Dalam Hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan
penyidikan dan melmpahkan perkara ke Pennntui Umumn
dengan melampirkan berita acara Diversi dan |aporan
penelitian kemasvarakatan, (Pasal 29 ayat 4),

Penangkapan  terhadap ‘anak dilakukan  dems
kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat)
jam. (Pasal 30 ayat 1).
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Penahanan terhadap anak hdak boleh dilaknkan dalam
hal apak memperoleh jaminan dari orang tma/Wali dan/atan
lembaga balnwa mnak fidak akian melarikan dini, dan tidak
akan menghilangkan atan merusak barang bukfi, dan/atau
tidak akan mengulangi tindak pidana. (Pasal 32 ayat 1).

Penahanan terhadsp anak hanya dapat dilakukan
dengan syarat sebagai berikut:

1) Anak telah berwmur 14 (empat belas ) taliin atau lebih;
dan

2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara 7 (tujuh) talion atan lebih. (Pasal 32 ayat 2).

Untuk  kepentmgan peayidikan, Peuyichk dapal
melakukan penahanan terhadap anak paling lama 7 (tujuh)
har, jangka wakfu tersebut dapat diperpanjang oleh pemmtut
nnnim paling lama 8 (delapan) hatl. (Pasal 33 ayat 1 dan 2),

Disanping itu penshanan terhadap Anak tidak boleh
dilakukan dalam hal Anak memperoleh jamman dar orang
fua /Wal dan /atau lembaga balhwa Anak tidak akan
melarikan diri, tidak akan menghilangkan atan merusak
barang bulkti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana,
(Pasal 32 ayat 1),

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh
Pemmtnt Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
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Jaksa Agung atan pejabat lan yang ditunguk oleb Jaksa
Agnng ( Pasal 41).

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling
lama 7 (tujuh har) setelah menerima berkas perkara dan
penyidik, (Pasal 42 ayat 1),

Diversi sebagaimana dmmaksud pada ayat |1
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 42 ayat
2). |

Dalam hal proses Diverst berhasi] mencapai
kesepakatan. Penuntnt Umum menyampaikan berita Acara
Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Eetua Pengadilan
Negeri imtuk dibuat penetapan. (Pasal 42 ayat 3).

Pralam hal Diversi gagal . Penuntut Umum wajib
menvampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara
ke pengadilan dengan melampirkan lapormn hasil penelittan
kemasyarakatan. (Pasal 42 ayat 4).

Dalam bal Pepuntut Umum memerlukan penahanan
terhatdap pelaku tmdak pidana yang dilakokan eleh anak,
maka Pepuntut Umum dapat melakukan penahanan paling
lama § (luna) hari . (Pasal 34 ayat 1),

Jangka waktu penshanan sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang
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oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hani
(Pasal 34 ayat 2),
Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara
anal dilakukan oleh Wakim vang ditetapkan berdasarkan
Kepumsan Kefua Mahkanah Agnug afan pejabat lain yang
ditunjuk oleh Ketma Mahkamah Asung atas usul ketna
pengadilan  pegeri  yang  bersangkutan melalny  kema
pengadilan tingg: (Pasal 43 ayat 1).

Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majlis
hakin untuk menangam perkara Anak palmg lama 3 (Tiga)
bari ‘setelall. menernima berkas Perkara dari Pemumntul
Umum. (Pasal 52 ayat 1).

Hakim wajib mengupayakan Diverst palmg lama 7
(tujuh) hiari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negen
sebagat hakim. (Pasal 52 ayat 2).

Diversi sebagainana dimaksnd pada avat 2
dilaksanakan paling lama 30 (hgapululi) hari (Pasal 52 ayal
i)

Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruangz mediasi
pengadilan negeri. (Pasal 52 ayat 4).

Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai

kesepakatan. Hakim menvampaikan berita acara Diversi
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beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua pengadilan negen

nntnk dibuat penetapan. (Pasal 52 ayat 5).

Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan perkara

dilanjutkan ke tahap persidangan (Pasal 52 avat 6)

Hal-hal yang hamy diperhatikan dalam persidangan

Anak:

1)

AEY ]
psa)

3)

4)

5)

6)

Anak disidangkan dalam roang sidang khusus Anak (Pasal
33 ayat 1)

Ruang fungeu sidang Anak dipisahkan dart mang tunggu
orang dewasa. (Pasal 33 ayat 2).

Wakin sidang Auak didahulukan dari wakin sidang orang
dewasa (Pasal 53 ayat 3).

Hakim memenksa perkara Anak dalam sidang vang
dmyatakan terfutnp untuk ummm, kecuali pembacaan
putngan. (Pasal 54),

Dalum sidang Anak. Hakim' wajib memenntahkan orang
ma‘wall atau pendamping, Advokar atau pemberi bantan
hinkum lamnya, Pembunbing Kemasyarakatan uonluk
mendamping) Anak. (Pasal 55 ayat 1)

Dalam hal orang tua/wali dan/atan pendampmng tidak
hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didamping:
Advokat atan pemberi bantuan hukum lamnya dan/atan
Pembing Kemasyarakatan. (Pasal 55 ayat 2).
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Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan
gidang tertutup untuk nmum, Anak dipanggil masuk begerta
orang tna/ Wall, Advokal atan pembenn bantpan hnlam
lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan, (Pasal 56),

Setelah dibacakan surat dakwaan, pemeriksaan saksi
day terdakwa Pembelaan, kemndian dilanjntkan dengan
pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umun: | selanjuinya
hakun akan memberikan putusan.

Beberapa hal vang harus diperhatikan olelr hakim
sebelum menjatulikan putusan :

1) Hakim membenkan kesempatan kepada orang tua/Waly
dan/atan penidamping untuk mengemuokakan hal yang
bennanfaat bagi anak (Pasal 60 ayat 1)

2) Dalam hal tertentn Anak korban diberi kesempatan oleh
hakun untuk menyampaikan pendapal tenfang perkara
yaug bersangkutan. (Pasal 60 ayat 2).

3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan dann  Pembimbing Kemasyarakatan
sebelum menmjambkau putnsan perkara (Pasal 60 ayat 3).

Sebagai konsekwensinya apabila hakim  tidak
mempertunbanghkan laporan penelitian kemasyarakatan dan
Pembimbing kemasyarakatan dalam putusan hakim, maka
putnsan batal demi huknm. (Pasal 60 avat 4).
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Pembacaan puiusan pengadilan dilakukan dalam
gidanie yang terbuka wntuk nmum dan dapat tidak dihadin
olelt anak. (Pasal 61 ayat 1).

Identitas Anak Anak korban, dan/atan Anak Saksi
tetap hamis diraliasiakan oleh media masa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial
tanpa gambar. (Pasal 61 avat 2).

. Penyelesaian Diluay Peradilan Pidana,

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak . bahwa
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib
dinpayakas diversi (Pasal 5 Ayat 3).

Dhversi adalalh pengalihan penyelesaian perkara Anak
dari proses peradilan pidana ke proses dilvar pengadilan
pulana (Pasgal | angka 7),

Tujnan Diversi (Pasal 6)

1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3) Menghindarkan anak dan perampasan kemerdekaan:
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5) Menanamlan rasa tanggung jawab kepada analk.

Persyaratan diverst:
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1)

1)

2)

1)

3)
4)
3)
6)

Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di
bawah 7 (tujub) tahun

Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7
avat 2),

Proses Diverst
Proses diversi dilakukan melalni musyawarah dengan

melibatkan anak dan orang ta/walinya, korban dean/atan
Walinya, Pembimbg kemasyarakatan, dan pekerja sosial
profesional berdasarkan pendekatan keadilan restroaktif
Dalam  hal diperlukan. musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dapal mehbatkan tenaga
kesejahtraan scsial, dan atan masyarakat. (Pasal 8 ayai 1
dau 2).

Yaug wajib diperhatikan dalam proses diversi -
Eepentingan kerban;
Kesejalitraan dan fangzung jawab anak:
Penghindaran setigina negatif,
Penghindaran pembalasan;
Keltanuonisan masyarakat; dan
Kepatutan, kesusiloaan, dan keterfiban ummum (Pasal 8
ayat 3).

Yang hams dipertimbangkan oleh penyidik, Penuutut

Umum dan Hakim dalam melaknkan deversi
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1) Katagon tindak pidana;

2) Umur anak;

3) Hasil penelitian kemasyarakatan;

4) Dukungan lmgkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9
ayat 1)

Kesepakatan deversi harus mendapatkan persetuman
korban dan /atan kelnarga anak korban serta kesediaan anak
dan kelvarganya, kecuali nntuk -

1) Tmdak prdana yang brupa pelanggaran:

2) Tindak pidana ringan:

3) Tindak pidana tanpa korban; atan

4) MNilai kerugian korban tidak lebih dan nilai upah
minimum pofinsi setempat. (Pasal 9 ayat 2).

Kesepakatan Diversy untok menvelesmkan tmdak
pudana yang berupa pelangzaran, tmdak pidana tingan, tindak
pidana tanpa korban, atm nilai kerugian korban tidak lebih
dari nilal vpah minimum profinsi setempat sebagaimana
dimaksud dalam Pagal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh
penyidik bersama pelaku dan/atau kelnarganya, Pembonbing
Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokol masyarakat
(Pasal ayat 1).
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Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada avat

(1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbmg
Kemasyarakatan dapat berbentuk

1)
2
3)
4)

1)
2)
3)

1)

Pengembalian kerugian dalam hal ada korban:

Rehabilitasi medis dan psikoesosial;

Penyerahan kembali pada oranz tna Awali:

Keikut sertaan dalam pendidikan atan pelatihan i
lembaga pendidikan atau pelatiban di lembaga pendidikan
atiu LPKS paling lama 3 (tiza) bulan. atan

Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan,

Hasil kesepakatan diverst dapat berbentulc, antara lain

Perdamaian dengan atan taupa santi kerugian:
Penyerahan kembali kepada arang tuarwaii;
Eeikufsertaan dalan pendidikan atau pelatihan di lembaga
pendidikan atau LPKS paling lama 3 (figa) bulan: atan
Pelayanan masyarakat (Pasal 11)

Setelah hasil kesepakatan Diversi di  peroleh,

selanjutnya hasil kesepakatan tersebut ¢i tmangkan dalam

bentuk kesepakatan, kemudian disampaikan oleh atasan

langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat

pemeriksaan ke pengadilan negenn sesual dengan daerah

hukuninya dalam waktn paling lama 3 (iga) hars sejak
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kesepakatan di capai Penetapan sebagaimana dimaksud
dilakukan dalam waktu palng lama 3 (tiga) ha terhiung
sejak diterimanya kesepakatan Diverst. Kemudian penetapan
tersebnt disampaikan kepada pembimbing Kemasyarakatan,
Penyidik, Penymfut Uwnm, atan Hakim dalam wakty paling
lama 3 (tiga) hari sejak dlitetapkan. Setelah menerima
penetapan sebacaimana dimaksud |, Penyidik menerbitkan
penetapan penghentian penyidikan atan Pepuoiit Umuim
menerbitkan penetapan penghentian penunfutan ( Pasal 12).

Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan
kesepakatan yang chhasilkan berada pada atasan langsung
pejabal yang bertauggung jawab i setiap pemerksaan
Selama proses Diverst Dberlangsunz sampar  dengan
kesepakatan Divers: dilaksanakan, Pembimbmg
Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal Kesepakatan
Diversi hdak dilaksanakan dalam waktn yang ditentukan,
Pembimbme Kemasyarakatan cegera melaporlannya kepada
pejabat  yang bertaugguug jawab di  sefiap timgkat
pemeriksaan, Pejabat vang bertangzungjawab wajib menmdak
lanjuti laporan dalam wakto palmg lama 7 (mynh) hari. (Pasal
14},
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I. PENUTUP
Dart uraian tersebut diatas maka dapat dismpulkan sebagai
berikut bahwa penyelesaian tindak pidana yang dilaknkan oleh Anak
dapat dilakukan melalui Proses peradilan pidana dan melali diluar

proses peradilan pidana yang disebit dengan Diversi.
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